
BAB V 

PENUTUP 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pemerintah Indonesia masih bersikap mendua terhadap penerapan pidana 

mati . Di satu pihak yaitu di kancah dunia internasional terus bersi kap 

mendukung ke arah penghapusan hukuman mati melalui ratifi kasi 

berbagai kovenan, konvensi internasional mengenai HAlVl menjadi 

Undang-Undang. Di samping itu Pemerintah telah memutuskan, dari 

yang tadinya menentang menjadi bersikap abstain, dalam sidang PBB 

mengenai moratorium hukuman mati . 

Namun di pihak lain yaitu di dalam negen, penerapan 

pidana mati terns dijalankan oleh lembaga peradilan, pidana mati terus 

dijatuhkan oleh para hakim baik di ruang pengadilan maupun melalui 

penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung dan eksekusi oleh aparat 

kejaksaan terus dijalankan setelah memperoleh penolakan grasi oleh 

Presiden . Hal ini menyebabkan Indonesia masih termasuk dalam 

kelompok negara-negara 
' ,. I 

yang mempertahankan (retensionist) 
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pemberlakuan pidana mati. Alasannya karena kejahatan-kejahatan yang 

terjadi baik pembunuhan biasa, narkotika dan terorisme seringkali di luar 

batas-batas perikemanusiaan. Pembunuhan yang terjadi tidak sekedar 

membunuh tetapi didahului perencanaan dan pembunuhnya 

memperlakukan korbannya dengan sadis. Kejahatari di bidang narkoba 

juga semakin marak dan menimbulkan korban cuk'llp banyak pada 

generasi muda. Kejahatan terorisme juga seringkali menimbulkan korban 

yang relatif banyak. Tetapi dengan pemberlakuan hukuman mati, 

kejahatan-kejahatan baru tetap juga terjadi seakan-akart pelalm kejahatan 

tidak pernah takut dan tidak terpengaruh oleh ancaman hukuman mati 

yang akan dij atuhkan. Terpidana mati yang telah menjalani eksekusi 

relatif banyak dan begitu juga yang sedang menunggu eksekusi . Namun 

demikian kejahatan yang dijatuhi pidana mati terus terjadi. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pidana mati yang 

dijatuhkan dengan kejahatan yang akan te1jadi dan keduanya berjalan 

sendiri-sendiri tanpa saling mempengaruhi . 

2. Kebijakan penerapan pidana mati di Indonesia dianggap tidak manusiawi 

dan melanggar hak asasi manusia dengan beberapa alasan sebagai berikut : 

a. Dalam prakteknya ternyata ada terpidana mati yang telah menjalani 

eksekusi setelah mendekam , d i penJara cukup lama di atas 15 
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(limabelas) tahun pada hal upaya hukum bagi mereka sudah berakhir. 

Eksekusi mati yang dijalani aim. Suryadi Swabuana baru-baru ini 

setelah dia mendekam di penjara selama 17 (tujuhbelas) tahun. 

Beberapa terpidana mati yang sekarang menunggu dieksekusi bahkan 

ada yang sudah menunggu di atas 20 (duapuluh) tahun, sehingga 

mereka dianggap mendapatkan hukuman ganda yaitu hukuman penj ara 

dan hukuman mati . Hal ini memperiihatkan negara tidak mempunya.i 

tolak uk'"Ur yang jelas mengenai masa tunggu terpidana rnati selama 

waktu tertentu misalnya 10 (sepuluh) tahun. Fakta ~~eperti ini 

bertentangan dengan Perjanj ian lnternasional tentang Hak-l-fak Sipi I 

dan Politik (International Covenant on Cit.•il and Political Rights) yang 

telah diratifikasi menjadi UU No. ] 2 Tahun 2005, yang mengikat 

Indonesia sebagai Pihak yang wajib menaatinya secara hukum (legally 

binding). Dalam pasal 6 dan 7 diatur bahwa Hale untuk h.idup manusi a 

harus dilindungi dan tidak boleh dirampas dengan sewenang-wenang. 

Melarang adanya penyiksaan dan penghukuman yang kejam dan tidak 

manusiawi serta merendahkan mar1abat manusia. Demikian juga 

Konvensi Intemasional Anti Penyiksaan (Convention against Torture 

and other Cruelty, inhuman or degrading Treatment or Punishment) 

yang telah diratifikasi menjadi UU No . 5 Tahun 1998, di mana dalam 

pasal 1 sampai denganl pasal 16 secara jelas melarang adanya 
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penyiksaan dan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi serta 

merendahkan martabat manusia. 

b. Perangkat hukum yang ada di Indonesia sangat mendukung penghargaan 

yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan itu adalah 

merupakan langkah awal terhadap penghapusan pidana mati . Hal itu 

terlihat : Pertama, melakukan perubahan (amandemen) kedua dalam 

UUD 1945 yaitu Bab X A tentang Hak Asasi Manusia di mana dalam 

pasal 28 A dan 28 I ayat (I) yang rnenyebutkan bahwa "Setiap orang 

berhak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". 

Dalam ayat (4) disebutkan negara terutama pemerintah wajib 

melindungi hak asasi manusia. Kedua, Indonesia telah mempunyai UU 

No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan hak 

asasi paling utama adalah hak untuk hidup. Ketiga, Indonesia juga telah 

mengadopsi hal-hal yang tercantum dalam Deklarasi Hak-hak Asasi 

Manusia yang telah diterima Majelis Umum PBB Tahun 1948 yang 

merupakan himbauan moral bagi setiap negara anggota untuk menjamin 

hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan setiap warganya. 

Keempat, Indonesia dalam sidang PBB mengenai moratorium hukuman 

mati , telah beranjak dari negara yang tadinya menentang berubah 

menjadi termasuk kelompok negara yang abstain . Hal m1 
\ ,.... 

memperlihatkan Indonesia seharusnya tidak lagi memberlakukan 
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" 

eksekusi hukuman mati, atau sekurang-kurangnya menetapkan 

moratorium hukuman mati selama jangka waktu tertentu. 

c. Di samping itu, dunia peradilan di Indonesia tampaknya t idak "immune" 

terhadap kesalahan dan kekeliruan karena memang para abdi hukurn 

seperti polisi, jaksa dan hakim adalah terdiri atas manusia yang kadang­

kadang tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Kasus pidana mati 

Ruben Pata Sambo dan anaknya Markus Sambo yang sedang 

diperdebatkan baru-baru ini merupakan salah satu con toh adan ya 

berbagai kelemahan yang terjadi di lembaga peradilan . Masalahnya 

adalah apabila eksekusi telah dilahanakan dan ternyata kemudian 

terpidana terbukti tidak bersalah maka hukumannya tidak bisa diperbai ki 

lagi. Kasus pemidanaan yang salah sudah ada seperti antara lain kasus 

Jean Callas di Perancis pada abad ke-18 dan kasus Timoti Evans di 

Inggri s. 

d. Di samping itu hal yang penting juga bahwa berdasarkan Keputusan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 013/PUU-l/2003 , asas 

pemidanaan di Indonesia tidak Jagi dilakukan sebagai pembalasan 

(retributif) tetapi lebih berorientasi pada asas preventif dan edukatif 

sesuai filosofi pemasyarakatan yang tercantum dalam U1J No. 12 Tahun 

1995 tentang f \o::1asyarakatan. Narapidana tidak lagi dilihat hanya 
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sebagai objek melainkan sebagai subjek yang harus dipersamakan 

dengan manusia bebas Jainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan 

kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Namun 

demikian UUD 1945 setelah Perubahannya (Amandemen) sampai sejauh 

ini belum secara tegas (eksplisit) menghapuskan hukuman mati. 

e. Karena penerapan pidana mati bertent:mgan dengan hak asasi manusta 

baik sebagaimana dimaksud oleh Deklarasi PBB mengenai HAM, 

Konvensi serta Perjanjian internasional yang telah diratifikasi maupun 

oleh seluruh perangkat hukum di Indonesia mulai UUD 1945 dan 

berbagai Perundang-undangan dan Peraturan di bawahnya, maka 

seyogianya hukuman mati dihapuskan. 

B. Saran 

1. Pemerintah Indonesia perlu menyataka.-1 sikap tegas dan visi yang jelas 

terhadap penerapan pidana mati ke depan. Sikap abstain pada sidang PBB 

mengenai moratorium hukuman mati perlu ditindaklanjuti dengan 

langkah-langkah nyata di dalam negeri yang mengarah kepada 

moratorium hukuman mati. Adapun langkah-langkah tersebut adalah 

sebagai berikut : 
1 '~-
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a. Pemerintah perlu menetapkan program atau rencana yang jelas 

terhadap para terpidana khususnya terpidana mati yang saat ini 

sedang menunggu pelaksanaaan eksekusinya. Para terpidana mati 

yang dinilai tidak bisa diperbaiki lagi watak dan kelakuannya seperti 

para produsen dan perigedar narkoba dan upaya hukumnya sudah 

tertutup sama sekali supaya disegerakan dieksekusi . Dipihak lain 

para terpidana mati yang dari segi upaya hukumnya masih terbuka 

dan masih ada kesempatan untuk dikembalikan ke masyarakat 

sebagai manusia terhormat, dapat dimasukkan sebagai bagian dari 

program moratorium hukuman mati . 

b. Peran media baik cetak maupun elektronik perlu didorong untuk terus 

menggalang pembentukan opini seluruh lapisan masyarakat agar 

mendukung pemberlakuan moratorium hukuman mati. Kementerian 

Hukum dan HAlvi harus menjadi ujung tombak Pemerintah dalam 

mendorong peran media agar lebih giat dalam membentuk 

paradigma masyarakat bahwa hukuman mati adalah melanggar hak 

. . 
asast manusta. 

c. Langkah berikutnya adalah penetapan masa moratorium hukuman 

mati selama jangka waktu tertentu. Pada masa moratorium, 

Pey-,-~rintah secara terus menerus perlu menyampaikan kepada 
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masyarakat bahwa kalangan dunia internasional sedang bergerak 

secara pasti ke arah penghapusan hukuman mati sesuai dengan 

penghargaan yang semakin tinggi akan hak asasi manusia. Indonesia 

sebagai suatu negara hukum dan merupakan bagian dari dunia 

internasional, tidak: mungkin berjalan sendirian bertahan terus 

menerapkan hukuman mati . 

2. Apabila setelah masa moratorium hukuman mati berakhir, Pemerintah 

menganggap bahwa penerapan pidana mati dapat dihapuskan ma.ka 

Pemerintah dapat menetapkan program atau rencana aksi berupa langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Mengajukan usulan amandemen terhadap UUD 1 945 kepada Parlemen 

agar dalam BAB X A tentang Hak Asasi Manusia, menetapkan secara 

tegas menghapuskan hukuman mati. 

b. Kemudian Pemerintah perlu menyesuaikan pranata hukum dibawahnya 

dalam bentuk UU dan peraturan lainnya mengadopsi penghapusan 

hukuman mati dalam UUD 1945 yang telah diamandemen. Pada 

kesempatan pertama RUU KUHP perlu diperbaharui dengan menarik 

semua pasal-pasal penerapan pidana mati dalam seluruh perundang-

undangan lainnya ke dalam KUHP yang baru dan kemudian 

\ ~ 
menghapuskan nya. 
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c. Terhadap kejahatan-kejahatan khusus seperti terorisme, narkoba 

ataupun kejahatan lainnya dapat ditempuh dengan penerapan ancaman 

hukuman penjara maksimal berjangka waktu lebih lama daripada yang 

ada saat ini tanpa kesempatan memperoleh remisi dan pengampunan 

(without parole). 
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